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[bookmark: _Toc239063788]A.  	Latar Belakang Masalah
Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi sarana utama mobilitas orang dan barang. Namun, tingginya aktivitas lalu lintas juga menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan apabila pengguna jalan tidak mengutamakan keselamatan, ketertiban, dan kehati-hatian. Oleh karena itu, hukum lalu lintas tidak hanya berfungsi mengatur pergerakan kendaraan, tetapi juga melindungi keselamatan setiap orang yang berada di jalan.[footnoteRef:1] [1:  Soerjono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 12.] 

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang sering terjadi akibat kelalaian, kurangnya konsentrasi, pelanggaran aturan berkendara, maupun kondisi jalan dan lingkungan sekitar. Dalam hukum pidana, kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kesalahan dari pengemudi yang menyebabkan orang lain mengalami luka, luka berat, atau meninggal dunia. Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas tidak selalu dipandang sebagai musibah semata, tetapi dapat menjadi perkara pidana apabila terdapat kelalaian yang dapat dibuktikan secara hukum.[footnoteRef:2] [2:  Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 125.] 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Kewajiban tersebut menjadi dasar penting untuk menilai apakah seorang pengemudi telah lalai dalam berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.[footnoteRef:3] [3:  Pasal 106 ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.] 

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Apabila kelalaian tersebut mengakibatkan korban luka berat, maka pelaku dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3). Ketentuan ini menunjukkan bahwa luka berat menjadi akibat hukum yang serius dan memengaruhi berat ringannya ancaman pidana terhadap pengemudi.[footnoteRef:4] [4:  Pasal 310 ayat (3), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.] 

Dalam berkas perkara yang dilampirkan, peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Ahmad Bilal, tepatnya di depan Kafe Goodfella, Kota Tebing Tinggi. Perkara tersebut melibatkan pengendara sepeda motor Honda Vario 160 BK 3179 NAX dengan pejalan kaki bernama Genevieve Jelitha L. Tobing. Berdasarkan resume perkara, kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian kelamin dan harus mendapatkan perawatan medis di RS Chevani Kota Tebing Tinggi.[footnoteRef:5] [5:  Berkas Perkara Laka Lantas Polres Tebing Tinggi, Perkara Kecelakaan Lalu Lintas atas nama Tersangka Tan Khiam Lai, 2025, hlm. 1-131.] 

Fakta dalam berkas perkara menunjukkan bahwa kecelakaan terjadi ketika pengendara sepeda motor melintas dan bertabrakan dengan pejalan kaki. Dalam dokumen penyidikan, perkara ini disangkakan berdasarkan Pasal 310 ayat (2) atau Pasal 106 ayat (2) jo. Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik menilai adanya dugaan kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan korban mengalami luka, dengan kemungkinan kualifikasi luka berat berdasarkan hasil pemeriksaan medis.[footnoteRef:6] [6:  Pasal 310 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), dan Pasal 310 ayat (3), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.] 

Luka berat dalam perkara kecelakaan lalu lintas menjadi aspek yang sangat menentukan karena berhubungan langsung dengan penerapan Pasal 310 ayat (3). Dalam praktik hukum pidana, luka berat tidak cukup hanya dinilai dari keterangan korban, tetapi harus didukung oleh alat bukti medis, seperti visum et repertum, rekam medis, atau keterangan dokter. Oleh sebab itu, pembuktian luka berat menjadi bagian penting dalam menentukan apakah perbuatan pengemudi memenuhi unsur pidana yang disangkakan.[footnoteRef:7] [7:  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 134.] 

Selain luka berat, unsur kelalaian juga menjadi bagian utama yang harus dibuktikan dalam perkara ini. Kelalaian dapat dilihat dari tindakan pengemudi yang tidak berhati-hati, tidak memperhatikan situasi jalan, kurang konsentrasi, atau tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Apabila kelalaian tersebut terbukti sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, maka pengemudi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.[footnoteRef:8] [8:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 165.] 

Dalam perkara ini, keberadaan pejalan kaki sebagai korban juga penting untuk dianalisis. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan perlindungan terhadap pejalan kaki sebagai bagian dari pengguna jalan. Pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki, terutama ketika berada di kawasan yang memungkinkan adanya aktivitas masyarakat di sekitar jalan. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap perkara ini harus melihat hubungan antara kewajiban pengemudi dan perlindungan terhadap korban sebagai pejalan kaki.[footnoteRef:9] [9:  Pasal 106 ayat (2), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.] 

Penanganan perkara kecelakaan lalu lintas oleh Polres Tebing Tinggi juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Berkas perkara menunjukkan adanya laporan polisi, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, sketsa tempat kejadian perkara, visum et repertum, serta resume penyidikan. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa proses penyidikan dilakukan untuk mencari hubungan antara perbuatan pengemudi, terjadinya kecelakaan, dan akibat luka yang dialami korban.[footnoteRef:10] [10:  Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 120.] 

Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi penting karena dalam praktiknya sering terdapat perbedaan antara kecelakaan sebagai peristiwa faktual dan kecelakaan sebagai peristiwa pidana. Tidak semua kecelakaan secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana, sebab harus dibuktikan adanya kelalaian, hubungan sebab akibat, serta akibat hukum berupa luka atau luka berat. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana ketentuan Pasal 310 diterapkan terhadap fakta kecelakaan dalam berkas perkara.[footnoteRef:11] [11:  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 107.] 

Kecelakaan lalu lintas pada umumnya berkaitan dengan unsur kelalaian manusia, seperti tidak mematuhi aturan lalu lintas, tidak menjaga jarak, melanggar batas kecepatan, serta tidak disiplin dalam menggunakan jalur jalan. Dalam konteks penerapan Pasal 310 UU LLAJ, artikel ini penting karena menjelaskan bahwa pengemudi yang lalai dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kelalaiannya menimbulkan korban luka berat. Selain itu, artikel ini juga menekankan pentingnya pembuktian melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP.[footnoteRef:12] [12:  Lis Diana Ningsih, Ajeng Meiliana Rizky, Prayoga Luthfil Hadi, dan Wimpy Santosa, “Pertanggungjawaban Pidana Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Subang,” Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia), Vol. 11, No. 1, Januari 2025, hlm. 79.] 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat di wilayah hukum kepolisian. Artikel tersebut menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia atau luka berat, dan penanganannya berada dalam kewenangan penyidik kepolisian.[footnoteRef:13]  [13:  Maraindo Daulay, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Korban Yang Mengalami Luka Berat di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur,” Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 4, No. 1, Maret 2023, hlm. 18–19.] 

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyebabkan luka berat dalam kecelakaan lalu lintas. Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 menjadi dasar pemidanaan terhadap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat. Relevansi artikel ini terlihat pada penekanan bahwa pemidanaan tidak hanya didasarkan pada akibat berupa luka berat, tetapi juga harus dibuktikan adanya kesalahan atau kealpaan pelaku.[footnoteRef:14] [14:  Medi Heryanto, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku yang Menyebabkan Luka Berat Terhadap Orang Lain dalam Kecelakaan Lalu Lintas,” Petita, Vol. 1, No. 2, Desember 2019, hlm. 374.] 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat  (Studi Kasus BAP No. BP/120/VII/2025/LANTAS).”
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 	Dari penjabaran latar belakang diatas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat berdasarkan berkas perkara Polres Tebing Tinggi?
2. Bagaimana pembuktian unsur kelalaian pengemudi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat berdasarkan berkas perkara Polres Tebing Tinggi?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengemudi terhadap korban luka berat dalam kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berdasarkan berkas perkara Polres Tebing Tinggi?
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   	Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Menjelaskan dan menganalisis penerapan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat berdasarkan berkas perkara Polres Tebing Tinggi.
2. Mengkaji peran dan bentuk pembuktian unsur kelalaian pengemudi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat berdasarkan berkas perkara Polres Tebing Tinggi
3. Menganalisis pertanggungjawaban pidana pengemudi terhadap korban luka berat dalam kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan berkas perkara Polres Tebing Tinggi
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Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, terutama berkaitan dengan penerapan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai pembuktian unsur kelalaian pengemudi, pertanggungjawaban pidana pelaku, pembuktian akibat luka berat terhadap korban, serta proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan berkas perkara di Polres Tebing Tinggi. 
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Tebing Tinggi, sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu penyidik, penuntut umum, serta pihak terkait lainnya dalam menerapkan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana secara tepat, terutama dalam pembuktian unsur kelalaian pengemudi, hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kecelakaan, pembuktian akibat luka berat terhadap korban, serta pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang lebih profesional, objektif, cermat, dan akuntabel dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi.. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum pidana serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
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